
 

 
 

BUPATI  PEKALONGAN 

 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  

NOMOR 2 TAHUN  2009 

 

T E N T A N G 

 

UANG PERSEDIAAN DAN  GANTI UANG  

PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan dan sesuai 

Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur 

tentang Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan 

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pekalongan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  huruf 

a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pekalongan tentang 

Uang Persediaan dan Ganti Uang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 



 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004      Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan    

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437)  sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004  

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor  4844); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu 

Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1986 Nomor 70); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyerahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang  

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 



 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah   Kabupaten Pekalongan Nomor 5); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan  Tahun 2008 Nomor 13  Tambahan Lembaran Daerah   

Kabupaten Pekalongan Nomor 12); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan  Tahun 2008 Nomor 14  Tambahan Lembaran 

Daerah   Kabupaten Pekalongan Nomor 13); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan  Tahun 2008 Nomor 15  

Tambahan Lembaran Daerah   Kabupaten Pekalongan Nomor 14); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan  Tahun 2008 Nomor 16  

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59  tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis 

dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penatausahaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2008  Nomor 37);  

 

M E M U T U S K A N  : 

   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG 

PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN PEKALONGAN. 

 



 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, selaku 

pengguna anggaran/pengguna barang. 

5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak da kewajiban daerah. 

6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerh. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

SKPD yang dipimpinnya. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutrnya disingkat 

PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD.  

11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 

dalam rangka pelaksaaan APBD pada SKPD. 

12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 

dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan 

kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas 

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 

permintaan pembayaran. 



 

14. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 

uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran langsung. 

15. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah  

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 

pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan 

pembayaran langsung. 

16. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU 

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan 

SKPD yang bersifat mendesak dan  tidak dapat digunakan untuk 

pembayaran langsung dan uang persediaan. 

 

BAB II 

PENATAUSAHAAN 

Pasal 2 

 

(1) Setelah Penetapan APBD maka dalam rangka pelaksanaan tugas pada 

SKPD diberikan Uang Persediaan. 

(2) Dalam rangka pencairan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), PPKD menerbitkan SPD-UP yang besarannya ditetapkan oleh 

Bupati. 

 

Pasal 3 

 

(1) Berdasarkan SPD-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP kepada pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. 

(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Surat pengantar SPP-UP; 

b. Ringkasan SPP-UP; 

c. Rincian SPP-UP; 

d. Salinan SPD; dan 

e. Draft surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang 

yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang 

persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD. 

 



 

Pasal 4 

 

(1) Setelah bendahara pengeluaran mendapatkan pengesahan laporan 

pertanggungjawaban atas penggunaan dana SPP-UP atau SPP-GU/TU 

sebelumnya, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-GU; 

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara 

pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka 

ganti uang persediaan; 

(3) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Surat pengantar SPP-GU; 

b. Ringkasan SPP-GU; 

c. Rincian SPP-GU; 

d. Surat Prengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara 

pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP atau SPP-GU/TU 

sebelumnya; 

e. Salinan SPD; dan 

f. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang 

yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang 

persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD. 

 

BAB III 

BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU 

Pasal 5 

  

(1) Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU pada SKPD dilingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pekalongan ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Penetapan Batas Jumlah SPP-UP/GU sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah proporsi dari besaran jumlah belanja langsung yang telah 

ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

(3) Besaran proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU yang diberikan kepada masing-

masing SKPD adalah setinggi-tingginya sebesar seperdua belas dari 

anggaran belanja langsung SKPD pada Tahun Anggaran yang 

berlaku dikurangi belanja beban tetap (langsung/ls), kecuali untuk 

SKPD Kecamatan ditentukan sebesar Rp.15.000.000 ( Lima Belas 

Juta Rupiah);   



 

b. Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU yang dialokasikan kepada masing 

masing SKPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah 

dan tidak mengganggu likuiditas Kas Daerah;  

 

BAB IV 

PENETAPAN SPP-UP DAN SPP-GU 

Pasal 6 

 

Besaran SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 

Pasal 5 ditetapkan oleh Bupati untuk setiap Tahun Anggaran berjalan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai  berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pekalongan. 

 

Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal 16 Januari 209 

      

BUPATI PEKALONGAN, 

ttd 

SITI QOMARIYAH 

Diundangkan di Kajen 

Pada tanggal 17 Januari 2009 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

 ttd 

  SUSIYANTO 

      

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009  

 NOMOR 2 

 


